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SAMBUTAN BUPATI JENEPONTO

DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA TINGKAT II 
PENGESAHAN RANPERDA APBD 
TAHUN ANGGARAN 2021
	HARI/TANGGAL
	:
	SENIN / 30 NOVEMBER 2020

	ACARA
	:
	RAPAT PARIPURNA TK. II DPRD

	TEMPAT
	:
	GEDUNG DPRD KAB. JENEPONTO

	WAKTU
	:
	09.00 WITA


ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

· YANG TERHORMAT KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JENEPONTO
· YANG SAYA HORMATI BAPAK WAKIL BUPATI
· YANG SAYA HORMATI UNSUR FORKOPIMDA KABUPATEN JENEPONTO
· YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKRETARIS DAERAH 
· PARA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO 
· HADIRIN UNDANGAN DAN WARTAWAN / INSAN PERS YANG SAYA BANGGAKAN
ALHAMDULILLAH, PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA KITA KEMBALI BERKUMPUL BERSAMA DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT, GUNA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN RANPERDA APBD KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2021. SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA SENANTIASA MEMBERIKAN KEKUATAN DAN KEMAMPUAN KEPADA KITA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DEMI PEMBANGUNAN, KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN JENEPONTO, AMIN.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT;
MENGAWALI SAMBUTAN INI, SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT JENEPONTO MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN UCAPAN TERIMA KASIH SERTA PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN KERJASAMA YANG BAIK DIMANA PROSES PEMBAHASAN DILAKUKAN SELAMA 3 (TIGA) HARI DARI PAGI HINGGA MALAM SAMPAI PADA PERSETUJUAN HARI INI DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.
RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020, MAKA PENYUSUNAN APBD 2021 BERDASARKAN PADA PRINSIP :

1. SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN PENDAPATAN DAERAH. 
2. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI;
3. BERPEDOMAN PADA RKPD, KUA DAN PPAS
4. TEPAT WAKTU, SESUAI DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
5. DILAKUKAN SECARA TERTIB, EFISIEN, EKONOMIS, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN, KEPATUTAN DAN MANFAAT UNTUK MASYARAKAT
6. APBD MERUPAKAN DASAR BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT;
BERIKUT INI SAYA AKAN SAMPAIKAN GAMBARAN UMUM PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SEBAGAIMANA YANG TELAH DISETUJUI, SEBAGAI BERIKUT :

PENDAPATAN DAERAH SECARA TOTAL DI SETUJUI SEBESAR 1 TRILYUN 289 MILYAR 18 JUTA 492 RIBU 485 RUPIAH. YANG BERSUMBER DARI: 
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBESAR 144 MILYAR 981 JUTA 765 RIBU 345 RUPIAH.
2. PENDAPATAN TRANSFER PUSAT SEBESAR 1 TRILYUN 25 MILYAR 443 JUTA 885 RIBU RUPIAH.
3. PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI SEBESAR 69 MILYAR 42 JUTA 842 RIBU 140 RUPIAH.

4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH SEBESAR 49 MILYAR 550 JUTA RUPIAH.
SELANJUTNYA BELANJA DAERAH DISETUJUI SEBESAR 1 TRILYUN 292 MILYAR 518 JUTA 492 RIBU 485 RUPIAH, YANG TERDIRI DARI :

1. BELANJA PEGAWAI SEBESAR 530 MILYAR 371 JUTA 334 RIBU 497 RUPIAH, YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK ALOKASI GAJI DAN TUNJANGAN, KEPADA ASN, KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA KEBUTUHAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
2. BELANJA BARANG, JASA DAN MODAL SEBESAR 513 MILYAR 195 JUTA 239 RIBU 519 RUPIAH, MERUPAKAN BELANJA YANG SECARA LANGSUNG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI TERMASUK PULA PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH.
3. BELANJA HIBAH SEBESAR 69 MILYAR 760 JUTA 220 RIBU 906 RUPIAH.
4. BELANJA BANTUAN SOSIAL SEBESAR 1 MILYAR 440 JUTA RUPIAH.
5. BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR 5 MILYAR RUPIAH, YANG MERUPAKAN PENGELUARAN UNTUK KEADAAN DARURAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMUNGKINAN ADANYA KEBUTUHAN YANG ANTARA LAIN SIFATNYA TIDAK DAPAT DIPREDIKSI SEBELUMNYA, DILUAR KENDALI PEMERINTAH DAERAH, SERTA PENGELUARAN DAERAH LAINNYA YANG APABILA DITUNDA AKAN MENIMBULKAN KERUGIAN YANG LEBIH BESAR BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN ATAU MASYARAKAT.
6. BELANJA BAGI HASIL SEBESAR 2 MILYAR 816 JUTA 676 RIBU 663 RUPIAH, YANG MERUPAKAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE PEMERINTAH DESA.
7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN SEBESAR 169 MILYAR 935 JUTA 20 RIBU 900 RUPIAH, YANG MERUPAKAN BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA APBN DAN 10 PERSEN DARI DANA PERIMBANGAN SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS.
SELANJUTNYA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DI RENCANAKAN SEBESAR 6 MILYAR RUPIAH YANG MERUPAKAN ANGKA PERKIRAAN DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DIRENCANAKAN SEBESAR 2 MILYAR 500 JUTA RUPIAH, YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK SULSELBAR CABANG JENEPONTO DENGAN HARAPAN AKAN MENAMBAH ATAU MENGHASILKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERUPA PENERIMAAN DEVIDEN SETIAP TAHUNNYA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN  SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
SEBELUM SAYA MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN KEPADA SELURUH PIMPINAN PERANGKAT DAERAH, BAHWA PADA AWAL BULAN DESEMBER TAHUN INI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN SULAWESI SELATAN  AKAN MELAKUKAN AUDIT PENDAHULUAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2020, OLEH KARENA ITU SAYA HARAP KEPADA SELURUH PIMPINAN PERANGKAT DAERAH AGAR MEMPERSIAPKAN SELURUH ADMINISTRASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN AUDIT TERSEBUT, DAN SEMOGA OPINI YANG KITA HARAPKAN BERSAMA YAITU WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DAPAT KITA CAPAI, AMIN.
DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN SEMOGA SEGALA UPAYA YANG KITA LAKUKAN SENANTIASA MENDAPATKAN RIDHO DAN BERNILAI IBADAH DI SISI ALLAH SWT. AMIN !!!
SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WABILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.-
BUPATI,
          DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si.
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